PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/12/PBI1/2009
TENTANG
UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a.bahwa perkembangan alat pembayaran berupa uang
elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartuogyar
tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu namugaju
telah berkembang dalam bentuk lainnya;

b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi infsrma
dan komunikasi, alat pembayaran berupa uang efektro
yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selaimk ba
saat ini semakin berkembang;

c. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keamargin ba
seluruh pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik
diperlukan pengaturan yang lebih lengkap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur
ketentuan mengenai uang elektrondéegtronic money)

dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2199

Nomor-...
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Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubahatkeng
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakhera
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Téiauba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaineah t
diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4324);
. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);
. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia TalQ@8 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN:...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UANG

ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY).

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksrmén:

1.

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakgdtagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199%2ngnPerbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbhdahun 1998
termasuk kantor cabang bank asing di IndonesiaBdark Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimanakslichadalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaBianah.

Lembaga Selain Bank adaldtadan usaha bukan Bank yang berbadan
hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Uang Elektronik Electronic Money) adalah alat pembayaran yang

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorelénl dahulu oleh
pemegang kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatdiansepertserver

atauchip;

c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagemy hukan

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan

d. nilai...



10.

11.

12.
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d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dielola oleh
penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana slichadalam
undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disampsecara elektronik

pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kegen transaksi

pembayaran dan/atau transfer dana.

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank p@n@;nggung jawab

atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antagotangyya, baik yang

berperan sebagai penerbit dan/atacguirer, dalam transaksi Uang

Elektronik yang kerjasama dengan anggotanya dikasamatas suatu

perjanjian tertulis.

Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yaegerbitkan

Uang Elektronik.

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakikga

sama dengan pedagang, yang dapat memproses dajeElgktronik yang

diterbitkan oleh pihak lain.

Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Eiéktro

Pedagangnferchant) adalah penjuabarang dan/atau jasa yang menerima

transaksi pembayaran dari Pemegang.

Pengisian Ulang adalah penambahan Nilai Uang MEleikirpada Uang

Elektronik.

DanaFloat adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterifdanerbit

atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau BemgUlang yang masih

merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dizgdieg.

Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atdaiNJang Elektronik yang

dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.

13. Penyelenqgara.




13.

14.

(1)

(2)

3)
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Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga irBeBank yang
melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangamsingwmnasing
Penerbit dan/ataficquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank azawblga Selain Bank
yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap pesayah akhir atas
hak dan kewajiban keuangan masing-masing PeneabitathuAcquirer
dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasaheail perhitungan dari
Penyelenggara Kliring.

BAB I

PRINSIPAL, PENERBITACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRING
DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Paragraf 1
Prinsipal
Pasal 2

Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan olehkBdiau Lembaga Selain
Bank.

Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan bertindalagse Prinsipal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempeiriehdari Bank
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam teara untuk
memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur denganatStdaran Bank
Indonesia.

Pasal...



(1)

(2)

(1)

(2)

3)
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Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektifrdnsparan; dan

b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandeli@m
dan/atau jaringan,

kepada seluruh Penerbit dan/afeaguirer yang menjadi anggota Prinsipal
yang bersangkutan.

Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan siatéatad jaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, halalsukan juga oleh
Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama aerigenerbit dan/atau
Acquirer.

Pasal 4

Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan PBérgan/atatAcquirer
jilka Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabuts iain yang telah
diberikan kepada Penerbit dan/atAoquirer sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bank Indonesia ini.

Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada (hyawajib
dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada kenja berikutnya sejak
tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari lBardonesia mengenai
pencabutan atas izin yang telah diberikan kepadaerB# dan/atau
Acquirer.

Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimanasdonp&da ayat (2),
wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsigah diterima oleh Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjditeng sejak tanggal

pelaksanaan penghentian kerjasama.

Paragraf...



(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)
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Paragraf 2
Penerbit
Pasal 5

Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Baak Lembaga Selain
Bank.

Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagairdenaksud pada

ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai PenerbitBlank Indonesia.

Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagarBiersebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin seb@gaerbit dari Bank
Indonesia jika:

a. DanaFloat yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
b. DanaFloat direncanakan akan mencapai nilai tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam teara untuk
memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dudalada ayat (2) dan
ayat (3), termasuk ketentuan mengenai nilai D&haat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaaak Bidonesia.

Paragraf 3
Acquirer

Pasal 6

Kegiatan sebagadicquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain

Bank.

Bank dan Lembaga Selain Bank yang akan melakukgrate® sebagai
Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempeizie dari
Bank Indonesia.

(3) Ketentuan..



3)

(1)

(@)

3)

(4)

(1)

(2)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam tedra untuk
memperoleh izin sebag#icquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadapd2ed yang
bekerjasama dengaequirer.

Acquirer wajib menghentikan kerjasama dengan Pedagangmefakukan
tindakan yang merugikan.

Acquirer dapat melakukan tukar-menukar informasi atau digagan
Acquirer lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakang y
merugikan dan dapat mengusulkan pencantuman nadeg&®y tersebut
dalam suatu daftar hitam Pedagamgrthant black list).

Ketentuan lebih lanjut mengenai klausul minimumg/aarus dicantumkan
dalam perjanjian kerjasama antakequirer dan Pedagang diatur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaieln Akhir
Pasal 8

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgmian sebagai
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir wajib
memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan loakinsebagai
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaia@in Akhir, maka
kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia selmagna dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegitgesebut.

(3) Ketentuan..



3)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam tedra untuk
memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/@enyelenggara
Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayatligtur dengan
Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Kegiatan Sebagai Prinsipal, PenerBguirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

1)

(2)

3)

Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Pasal 9

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mempeialehdari Bank
Indonesia sebagai Prinsipal, PenerlfAtquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib akeahakan
kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan Btk Indonesia.

Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikambpetahuan

secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabilardgdagka waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 8ankLembaga Selain
Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanagiatlknnya.

Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud paté&layan tata cara
penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimienaksud pada
ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

Pasal 10

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatzagse Prinsipal, Penerbit,

Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian Akhir

yang...



-10-

yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia héerbadan hukum Indonesia

dalam bentuk perseroan terbatas.

Pasal 11
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin Barik Indonesia hanya dapat
bekerjasama dengan Prinsipal, Penerl#itquirer, Penyelenggara KIliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yany t@kemperoleh izin dari

Bank Indonesia.

Pasal 12

(1) Dalam hal Prinsipal, Penerbifcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama depigak lain, maka
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:

a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama denpak [ain kepada
Bank Indonesia;

b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamananersistyang
digunakan oleh pihak lain dalam penyelenggaraargEektronik yang
antara lain dibuktikan dengan adanya:

1. hasil audit teknologi informasi dari auditor indeden; dan
2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipakajidipersyaratkan
oleh Prinsipal.

c. mensyaratkan kepada pihak lain dalam penyelenggardang
Elektronik untuk menjaga kerahasiaan data.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelapogacana dan realisasi
kerjasama Prinsipal, Penerbiacquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara.
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Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak ksétbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaaaik Bixdonesia.

BAB Il
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Penerbitan dan Manajemen Risiko

Pasal 13

Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dentiai Uang Elektronik

yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilangugyang disetorkan oleh

Pemegang kepada Penerbit.

1)

(2)

3)

Pasal 14

Bank Indonesia menetapkan batas paling banyak Nitg Elektronik
yang disimpan pada media elektronik dan batas gdiamyak total nilai
transaksi Uang Elektronik dalam periode tertentu.

Penerbit wajib mematuhi batas paling banyak sebzysz dimaksud pada
ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas paling banygabagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaaaik Bixdonesia.

Pasal 15

Dalam hal media Uang Elektronik mempunyai masaakarlexpiry date) maka

Penerbit dilarang untuk menghapus atau menghilangdki Uang Elektronik

ketika masa berlaku media Uang Elektronik tersekutkhir.

Pasal...



(1)

(2)

3)

(4)

()

(6)

1)

(2)
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Pasal 16

Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin gegbBenerbit dan
akan menyediakan fasilitas transfer dana melaluigUglektronik wajib
memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiataraysatgiriman uang.

Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan olehndPeit yang
menyediakan fasilitas transfer dana melalui UaredktEbnik.

Dalam hal Penerbit yang menyediakan fasilitas feangdana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dengeak pain untuk
penyediaan fasilitas Tarik Tunai, maka Penerbityhatiapat bekerjasama
dengan pihak lain yang telah memperoleh izin sebpgayelenggara
kegiatan usaha pengiriman uang.

Dalam hal Penerbit menyediakan fasilitas transfanad melalui Uang
Elektronik maka Penerbit wajib mencatat data idastPemegang.

Penyediaan fasilitas transfer dana melalui UandtElrik oleh Penerbit
selain tunduk pada ketentuan ini wajib pula tungakla ketentuan terkait
lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas trangdeana dan Tarik Tunai
melalui Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada @) dan ayat (2)
diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Penerbit wajib mencatat identitas Pedagang yangerfaslama dengan
Penerbit dan mengadministrasikan seluruh dokumery yarkait dengan
Pedagang.

Penerbit wajib menerapkan manajemen risiko opeamaki@an risiko
keuangan.

(3) Dalam...



3)

(4)

(1)

(2)

1)

(2)
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Dalam rangka penerapan manajemen risiko keuangdagaenana
dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib:

a. menempatkan Darfdoat dalam bentuk aset yang aman dan likuid;

b. menggunakan Dangloat sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya

untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Regladsn

c. memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagaaa sepat
waktu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajamio operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penempatara Eloat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disngah Surat Edaran
Bank Indonesia.

Pasal 18

Penerbit wajib memberikan informasi secara tertikpada Pemegang
mengenai produk Uang Elektronik yang diterbitkannya

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informascara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamat Stgaran Bank
Indonesia.

Pasal 19
Dalam hal Penerbit telah memperoleh izin dari Bardonesia dan akan
menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau namaag berbeda
dan/atau penambahan fasilitas baru, maka penem#aarus dilaporkan
secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesia
Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayahdi)s dilengkapi

dengan informasi yang paling kurang meliputi:

a. rencana..



3)

(1)
(2)

1)

(2)
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a. rencana bisnis; dan

b. penjelasan karakteristik tentang jenis atau nanmg yeerbeda dan/atau
penambahan fasilitas baru Uang Elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaanp#poran tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengest &Sdaran Bank

Indonesia.

Bagian Kedua
Penggunaan Uang Rupiah
Pasal 20

Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakang rupiah.

Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negargutdik Indonesia
wajib menggunakan uang rupiabh.

BAB IV

PERALIHAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN UANG
ELEKTRONIK

Pasal 21

Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagaisipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian
Akhir kepada pihak lain hanya dapat dilakukan dBsnk atau Lembaga
Selain Bank dalam rangka penggabungan, pelebunpamisahan.

Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagansipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian
Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibelbdnl dahulu
memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam...



3)

(4)

(1)

(2)

3)
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Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lenab&glain Bank yang
telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan gseb#&rinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir wajib melaporkan secara tertlkepada Bank
Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dam teéra untuk
memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayatig2)penyampaian
laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayadié@)r dengan Surat
Edaran Bank Indonesia.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 22

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap painsPenerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian
Akhir.

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud patia1d, Bank
Indonesia mengadakan pertemuan konsultasis(ltative meeting) dengan
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud paidél g Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir wajib:

a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia seedtéid dan/atau

on-line mengenai kegiatan Uang Elektronik;

b. memberikan..



(4)

(5)

(6)
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b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkaihgase

penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan ptaam Bank

Indonesia;

c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untelkkokan
pemeriksaaanof site visit) guna memperoleh informasi yang terkait

dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yekgrjasama dengan
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana siudakalam Pasal 12

ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis maagmformasi tertentu.

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksladayat (1) Bank
Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mekaen sanksi

administratif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyasmpdan jenis laporan
yang disampaikan secara tertulis dan/aiatine sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaraik Balonesia.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk a@as nama Bank

Indonesia melaksanakan pemeriksaan §ite visit) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c.

BAB ...



1)

(2)

3)

17-
BAB VI
PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI

Pasal 24
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:

a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi Eseigronik;

c. memiliki kebijakan dan prosedur tertu(sandard operating procedure)
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan

d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dirdakada ayat (1),
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakadit teknologi
informasi secara berkala dan melaporkan hasil ae#iologi informasi
tersebut kepada Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknolsgbagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit danctata pelaporan hasil
audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pagat (2), diatur
dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 25

Penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik oleh Bamkim Syariah atau Unit

Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesi dengan tetap

mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal...
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(@)

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 26

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan RaByatiah dapat
menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik sepanjaaiak dilarang
dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank PédmeRakyat atau

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank PemahiayRakyat Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kedizdng Elektronik
maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indomasberlaku untuk
Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan R&gyaiah.

Pasal 27
Prinsipal, Penerbit, dan/at&equirer harus menyediakan sistem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang lai
Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyed&éiem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem Uang Elektronik yang laebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaaak Bxdonesia.

Pasal 28
Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamagtdannformasi pada
dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbi¢quirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Uang trafek harus
melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelappenbahan atas nama,
alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentagsemana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank bxian

Pasal...
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Pasal 29

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang piakam oleh Prinsipal,

Penerbit,Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara étesgian

Akhir wajib disampaikan secara lengkap, benar diamzd.

(1)

(2)

(3)

Pasal 30

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang terkait dengenyelenggaraan
Uang Elektronik dapat menyepakati pembentukan doainn atau institusi
yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yéegsifat teknis dan
mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberaftaram atau institusi
tersebut kepada Bank Indonesia.

Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau itnst sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikdtasikan kepada Bank
Indonesia dan tidak boleh bertentangan denganrmatiaa kebijakan Bank
Indonesia.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir dan pihak lain yang menjadi ategglalam forum atau
institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harmgikuti dan tunduk
dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjagakatan forum atau

institusi tersebut.

Pasal 31

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank danbaga Selain Bank

yang telah memperoleh izin dan telah efektif mekaku kegiatan sebagai

Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir dalamebsite Bank Indonesia.

BAB ...
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BAB VIl

SANKSI
Pasal 32
Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenewakban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayaPgal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat
(2), Pasal 8 ayat (1), dan/atau Pasal 48, dikensdaksi administratif berupa:

a. penghentian kegiatan Uang Elektronik, bagi Bandg at

b. penghentian kegiatan Uang Elektronik oleh instapahg berwenang

berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi LemBafzan Bank.

Pasal 33

(1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaindinsksud dalam
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayadd®/atau Pasal 4 ayat (3),
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrtu

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paat(&y Prinsipal tidak
memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayaPésal 4 ayat (2),
dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguran isekiediua.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekmler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd pyat (2) Prinsipal
tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Passlatl (1), Pasal 4 ayat
(2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan sankstgieitan izin sebagai
Prinsipal.

Pasal 34
(1) Penerbit yang melanggar ketentuan atau tidak mennekawajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 1{&ayBtasal 15, Pasal 16

ayat...



(2)

3)

1)

(2)

3)
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ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4plR&sayat (5), Pasal 17 ayat
(1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), PasalaB(1), dan/atau Pasal 20
ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupantag tertulis.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud padda € Penerbit
melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajibabagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasdbdsal 16 ayat (1),
Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16(&yaPasal 17 ayat (1),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 Ayatan/atau Pasal 20 ayat
(1), dikenakan teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd pyat (2) Penerbit
melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajibabagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), PasdPdsal 16 ayat (1),
Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat (4), Pasal 16(&yaPasal 17 ayat (1),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 Ayatan/atau Pasal 20 ayat
(1), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Bener

Pasal 35

Acquirer yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimakisuam
Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dikena&aksi administratif
berupa teguran tertulis.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paata(ayAcquirer tidak
memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pamght (2),dikenakan
teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal

surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksdd pyat (2Acquirer

tidak ...



(1)

(2)

3)

1)

(2)
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tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan/R@sal 7 ayat (2),

dikenakan sanksi pencabutan izin sebégguirer.

Pasal 36
Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuwwalkban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) darfPatsal 9 ayat (2),
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrtu
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada @y Bank atau
Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi kea@nRasal 9 ayat (1)
dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi admnatiisberupa teguran
tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksda @yat (2), Bank atau
Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi kesa@nRasal 9 ayat (1)
dan/atau Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi petabaiain sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 37

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggaal Rds dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis danringgh untuk
menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Pénercquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaieln Akhir lain.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) haridader sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud padéa @y, Prinsipal,

Penerbit...



3)

1)

(@)

3)
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Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamadahgagan Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dikenakan teguran tertulis kedu

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksdd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamaahgagan Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir lain, dikenakan sanksi pencabutan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 38
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir yang melanggar Pasal 12 ayatdikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis dan perintattuk menghentikan
kerjasamanya dengan pihak lain.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal surat
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayatPfinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Resgian Akhir
tidak menghentikan kerjasamanya dengan pihak kdikenakan teguran
tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal surat
teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud padh @), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamashgagan pihak lain,
dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipaherbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaiain Akhir.

Pasal...
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Pasal 39

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (2),aki&rrsanksi berdasarkan Pasal

65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Badé&riesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nombalun 2009.

(1)

(2)

3)

(1)

Pasal 40
Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar ketenatau tidak
memenuhi kewajiban Pasal 21 ayat (1), Pasal 21(d)atlan/atau Pasal 21
ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupatag tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada @y, Bank atau
Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau tieakenuhi kewajiban
Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau RPasayat (3), dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakasda ayat (2), Bank atau
Lembaga Selain Bank melanggar ketentuan atau trakenuhi kewajiban
Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasayat (3), dikenakan
sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai pain$tenerbitAcquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaiain Akhir.

Pasal 41
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerketvajiban
menyampaikamaporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam P&say&t
(3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penwgsamp laporan,

dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrtu

(2) Apabila...



(2)

3)

(4)

(1)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pa@da @y, Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atalPenyelenggara
Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3)ffayrdikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atalPenyelenggara
Penyelesaian Akhir melanggar Pasal 22 ayat (3)ffayrdikenakan sanksi
pencabutan izin atas kegiatan sebagai PrinsipaherBg, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaian Akhir.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeikaghvajiban
menyampaikan laporan secamaline sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administragbagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan dkaRusat Bank
Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laposarydfenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Katah dank

Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Pasal 42
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerkehvajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huRésal 24 ayat (1),
dan/atau Pasal 24 ayat (2), dikenakan sanksi ashnatif berupa teguran

tertulis.

(2) Apabila...



(2)

3)

1)

(2)

(1)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paddé @y Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selmagaa dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayatd@r)/atau Pasal 24 ayat
(2), dikenakan sanksi administratif berupa teguesatulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2) Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selvagaa dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 24 ayatddr/atau Pasal 24 ayat
(2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaisipah PenerbitAcquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaiain Akhir.

Pasal 43
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerketvajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) burdikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) haerder sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paddé @y Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selmagaa dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dikenakan sardscabutan izin sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 44
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeikahvajiban

menyampaikan..




(2)
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menyampaikan laporanon-line secara lengkap, benar dan akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakarsisadkinistratif
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiagemai laporan
kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indomasiagenai laporan
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengaggomeakkan kartu oleh
Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerketvajiban
menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, bedan akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakarsisadkninistratif

berupa teguran tertulis.

Pasal 45

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memeneNvakban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49, dikenakan sanksi tegartuiis.

(1)

(2)

3)

Pasal 46

Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajibabagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, dikenakan sanksi adnatifsbrerupa teguran
tertulis.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paata(By Lembaga Selain
Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimakislam Pasal 50,
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrkedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Lembaga
Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimamaakBud dalam
Pasal 50, dikenakan sanksi pencabutan izin ataatkegsebagai Prinsipal,

Penerbit...
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Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN I4AN
Pasal 47

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimarakslid dalam Pasal 32,
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasak8al 88, Pasal 40, Pasal 41,
Pasal 42, Pasal 43, dan/atau Pasal 46, Bank Indodapat menghentikan
sementara, membatalkan atau mencabut izin yanly titeerikan kepada Bank
atau Lembaga Selain Bank sebagai Prinsipal, Penfdouirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhitara lain dalam hal:

a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuhtdeum tetap yang
memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yarigkmiean kegiatan
sebagai Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentkenatannya;

b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yamgebang antara lain
mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atauhleyaamanajemen
risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;

c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi d@ritas pengawas yang
berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghensikarentara kegiatan
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir;

d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabnt ugaha dan/atau
menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga nS&ank yang
melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penedwstuirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Aklta

e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan seonbih Bank atau

Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izinBi@nk Indonesia.

BAB ...
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BAB X

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukegiatan sebagai
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya PenatBank Indonesia ini dan
belum memperoleh izin atau penegasan dari Banknksla, wajib memperoleh
izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka wgahg ditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Pasal 49

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukegiatan sebagai
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir sebelum diberlakukannya PenatBank Indonesia ini dan
telah memperoleh izin atau penegasan dari Banknkgla, wajib melaporkan
kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapsygmatan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir sebagaimana diatur dalam Paraiank Indonesia ini.

Pasal 50

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiahagai Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara é¥esgian Akhir di
wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukankgtentuan ini dan belum
berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perseeshatds maka wajib telah
berbadan hukum Indonesia yang berbentuk persemdatas dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyretammgan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembsegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2009.
GUBERNUR BANK INDONESIA

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMORs5

DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 12 /PBI/2009
TENTANG

UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasit saga telah
mendorong perkembangan Uang Elektronik yang selyglardiatur sebagai
kartu prabayar berkembang tidak hanya dalam bekéutu namun juga
dalam bentuk lainnya. Di sisi lain, perkembangamdJ&lektronik dapat
digunakan sebagai alternatif alat pembayaran namaitwyang dapat
menjangkau masyarakat yang selama ini belum menapakses kepada

sistem perbankan.

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uangtrifek

dibedakan atas dua jenis:

1. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya selalicatat pada
media elektronik yang dikelola oleh Penerbit jugeatht pada media
elektronik yang dikelola oleh Pemegang. Media tetekk yang
dikelola oleh Pemegang dapat bergphe yang tersimpan pada kartu,
stiker, atauharddisk yang terdapat padpersonal computer milik
Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti inia maasaksi
pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dhjadiukan

secara off-line dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang

Elektronik ...
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Elektronik pada media elektronik yang dikelola ol@®megang.
Sementara rekonsiliasi Nilai Uang Elektronik padedia elektronik
yang dikelola oleh Penerbit dilakukan kemudian padat terjadi
penagihan oleh Pedagang kepada Penerbit.

2. Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hangeatat pada
media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalzathini Pemegang
diberi hak akses oleh Penerbit terhadap penggumditn Uang
Elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan sepgr maka
transaksi pembayaran dengan menggunakan Uangdiagkini hanya
dapat dilakukan secaran-line dimana Nilai Uang Elektronik yang
tercatat pada media elektronik yang dikelola Pehakan berkurang

secara langsung.

Mengingat Uang Elektronik memiliki fungsi seperéing, maka untuk
memberikan perlindungan kepada Pemegang, meniragkdtkpercayaan
masyarakat terhadap instrumen pembayaran Uang ré&hdkt dan
mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalamageenstabilitas
moneter, Bank Indonesia menetapkan persyaratanwajilg dipenuhi oleh
Bank dan Lembaga Selain Bank dalam menyelenggata&ag Elektronik
Selain itu untuk mendukung upaya pemerintah dalancegah terjadinya
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan ter®esk Indonesia
menetapkan batasan-batasan tertentu dalam Uangrdiiék antara lain
nilai nominal yang dapat disimpan dalam Uang Etakit dan penerapan

prinsip mengenal nasabatn@w your customer principles).

Penerbitan Uang Elektronik wajib menggunakan satusmy rupiah.
Disamping itu, setiap penggunaan Uang Elektronilwdayah Republik
Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kewajjbamggunaan uang

rupiah ini merupakan amanat dari Undang-UndangtenBank Indonesia.

Selain...
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Selain itu, kewajiban penggunaan satuan uang rugdidhsarkan pada
pertimbangan bahwa Nilai Uang Elektronik harus dajplonversi secara
penuh fully convertible) sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang
Elektronik harus sama dengan satu rupiah padatuaag

Nilai Uang Elektronik yang disetorkan terlebih dahaleh Pemegang
kepada Penerbit bukan merupakan simpanan sebaganiiranksud dalam
Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Unéatang Perbankan
Syariah. Konsekuensi dari pengkategorian Nilai gJ&bektronik bukan
sebagai simpanan harus diketahui dari awal oleheBang sehingga
membawa kewajiban Penerbit untuk memberitahukarade@Pemegang.
Disamping itu, karena tidak termasuk simpanan niékag Elektronik yang
dimiliki oleh Pemegang tidak termasuk yang dijanoieh Lembaga
Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undadgngd tentang
Lembaga Penjamin Simpanan.

Untuk mendukung upaya Bank Indonesia dalam mentkghka
efisiensi nasional, Prinsipal dan/atau Penerbiamipkan dari awal tahap
pengembangan sudah mempersiapkan sistemnya agat tEgoneksi
dengan sistem Prinsipal dan/atau Penerbit lain.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk mendukungmeman dan
kelancaran penyelenggaran Uang ElektrpBi&nk Indonesia juga mengatur
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh sélyrenyelenggara Uang
Elektronik seperti kewajiban penerapan manajemen risiko, pedap dan
keamanan sistem dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Dalam beberapa hal dimungkinkan agar pengaturaggberan yang
sifatnya teknis dan mikro dapat diatur dan disepadendiri oleh industri
untuk memberikan kesempatan agar industri dapagaten sendiri guna
melengkapi aturan yang telah ditetapkan oleh Ban#oresia %elf-
Regulation Organization/SRO). Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh
SRO tersebut tidak boleh bertentangan dengan ayaag bersifat makro
dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Il. PASAL ...



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selairk Ban
mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindalgaeba
Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yangasa
dalam pemenuhan keandalan sistem dan penetapagdpros
serta persyaratan yanigir atau obyektif jika jaringannya
digunakan oleh Penerbit lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah sesuai denga
persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Pahslan
menerapkan perlakuan yang setasquél treatment) kepada

seluruh Penerbit dan/at&equirer.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah harusders

informasi yang memadai kepada Penerbit dan/Atmuirer

terhadap..
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terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur da

persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal.

Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap kesmaan
keandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbifatin
Acquirer dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan
secaraon-line atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit
dan/atauAcquirer. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat
dilakukan secara rutin atau insidental tanpa harasunggu
adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/Atmuirer

akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasaerayan
Penerbit dan/ataAcquirer” pada ayat ini adalah pihak selain
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaa
personalisasi dan/atau perusahaan yang menyedszkana
pemrosesan transaksi Uang Elektronik.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesiaga

lambat...
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lambat 10 (sepuluh) hari kerja dapat dibuktikan gden

stempel tanggal dari perusahaan jasa pengirimamnnoei

atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “DanaFloat yang
direncanakan akan mencapai nilai tertentu” adalah
apabila Lembaga Selain Bank merencanakan akan
mengelola atau meningkatkan nilai Ddfl@at hingga
mencapai nilai tertentu walaupun pada saat
mengajukan permohonan nilai Dardoat belum
mencapai nilai tertentu tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal...



Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian “tindakan yang merugikan”
adalah tindakan Pedagang yang merugikan Prin$pakrbit,
Acquirer dan/atau Pemegang, antara lain Pedagang diketahui
telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan
(fraudster).
Ayat (3)
Kegiatan tukar-menukar informasi anté&cquirer tentang
nama dan data Pedagang dapat ditindaklanjuti dengan
mengusulkan nama Pedagang dalam suatu daftar hitam
Pedagang nferchant black list). Daftar hitam Pedagang
dikelola olehAcquirer atau asosiagicquirer.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

at ...
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Ayat (2)
Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah tdapa
melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Pénerbi
Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir jika jaringan atau sistemnyahedapat
dioperasikan dan produknya telah dapat digunakah ol
masyarakat luas sebagai Uang Elektronik.

Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat
dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Pednerbi
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir harus disertai dengan buktiibukt
pendukung yang memperkuat penjelasan mengenanalasa
kendala-kendala yang menyebabkan belum  dapat
dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Pdnerbi
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasamaadasal ini
adalah Prinsipal, Penerbfgcquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroper&sddnesia.

Pasal...



Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat inilalda
pihak selain Prinsipal, Penerbificquirer, Penyelenggara
Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Aldeperti
perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesaaksians
Uang Elektronik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13

Larangan bagi Penerbit untuk menerbitkan Uang Edekt dengan
Nilai Uang Elektronik yang lebih besar daripadaaniiang yang
disetorkan oleh Pemegang dimaksudkan untuk mendegldinya
penerbitan Uang Elektronik dengan pemberian potoingaga Uang
Elektronik yang berpotensi terhadap penciptaan ugangg tidak
terkendali. Sebagai contoh bentuk potongan haayegUElektronik:
suatu Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektrosigbesar Rp
100.000,00 dijual oleh Penerbit melalui penyetot@ng/dana dari
Pemegang kepada Penerbit sebesar Rp 90.000,00.

Disamping itu, larangan penerbitan Uang Elektroggdngan Nilai
Uang Elektronik yang lebih kecil daripada nilai garang disetorkan
oleh Pemegang dimaksudkan untuk melindungi kepgatin
Pemegang. Contoh: Nilai Uang Elektronik sebesarlB@.000,00
dijual oleh Penerbit melalui penyetoran uang/ddaa Pemegang
kepada Penerbit sebesar Rp 110.000,00.

Pasal...
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Pasal 14
Ayat (1)
Pembatasan Nilai Uang Elektronik dan total nil@nsaksi
dimaksudkan karena Uang Elektronik pada prinsipnya
digunakan untuk pembayaran yang bersifat ritel datuk
mencegah penyalahgunaan Uang Elektronik sepertikunt
tindak pidana pencucian uang dan pendanaan tegarism
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 15

Karena masalah teknis, media penyimpan Uang Elektro
mempunyai keterbatasan usia teknis yang harushdiparui dengan
penggantian media penyimpan Uang Elektronik tertseblengingat
dalam penggantian media penyimpan tersebut terdapatngkinan
masih tersimpan Nilai Uang Elektronik dari Pemegamgka
penggantiannya tidak boleh menghapus atau mengk#an Nilai
Uang Elektronik yang masih tersisa dan merupakawajiean
Penerbit atau masih merupakan milik Pemegang.

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transfer dana dalam ketentuan
adalah transfer Nilai Uang Elektronik antar Pemeggdan

tidak ...



-11-
tidak termasuk pembayaran dari Pemegang kepadg&egla

Penerbit dari Bank yang akan menyediakan fasititassfer
dana melalui Uang Elektronik tidak memerlukan iziari
Bank Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan usaha
pengiriman uang mengingat kegiatan pengiriman uatah
merupakan kegiatan usaha Bank sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai perbankan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini $eper
Pedagang, agen Penerbit atau pihak sebagai kodespah
dalam penyelenggaraan kegiatan pengiriman uang.

Ayat (4)

Pencatatan data identitas Pemegang dimaksudkank untu
memenuhi prinsip mengenal nasab&ho{v your customer
principles) dan memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan
pengiriman uang. Data identitas yang wajib dicaéurang-
kurangnya nama, alamat, tanggal lahir dan datanyain
sebagaimana yang tercantum pada bukti identitasegamy
(fully registered).

Ayat (5)
Ketentuan terkait lainnya antara lain ketentuargyaengatur
mengenai kegiatan usaha pengiriman uang dan/sdasfeér
dana, prinsip mengenal nasabaknov your customer

principles) dan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan
terorisme.

Ayat ...
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Ayat (6)

Pasal 17

Cukup jelas.

Ayat (1)

Kewajiban mencatat identitas Pedagang dimaksudkgm a
Penerbit mempunyai data untuk kepentingan pembayara
maupun pemenuhan klaim kepada Pedagang setelah

dilakukannya transaksi antara Pedagang dan Pemegang

Pencatatan identitas Pedagang sekurang-kurangnijputne
informasi mengenai nama, alamat, bentuk badan uskim
bidang usaha dari Pedagang serta informasi nonkenireg

Pedagang untuk menampung kepentingan pembayaran.

Kepentingan pencatatan identitas Pedagang terdebksit

pula dengan kegiatan Penerbit dan penggunaan sistem
Penerbit jika Penerbit melakukan kerjasama dengaladng
seperti untuk kegiatan Pengisian Ulang Uang Elektro
kegiatan Tarik Tunai dalam rangka mengakhiri penggmn
Uang Elektronik (edeem), dan kegiatan Tarik Tunai dalam

rangka transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf ...
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Huruf b

Kewajiban kepada Pemegang antara lain berupa
pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronik yang
tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegang
mengakhiri penggunaan Uang Elektronikedeem),
penarikan tunai dan kewajiban kepada Pedagang atas
transaksi pembayaran dari Pemegang kepada
Pedagang.

Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Kewajiban memberikan informasi secara tertulis paygtt ini
dimaksudkan agar Penerbit menerapkan prinsip teaaspi

produk dan melakukan edukasi kepada Pemegang.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Yang dimaksud Uang Elektronik dengan jenis atauangamg
berbeda dalam ketentuan ini antara lain penerbiiang

Elektronik ...
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Elektronik dengan menggunakan media yang berbexgade
yang diterbitkan sebelumnya termasuk jika terdapat

perubahan nama produk.
Ayat (2)

Penjelasan karakteristik produk baru Uang Elekkamtara
lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan nkaaan
sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk

sebelumnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah saaran
rupiah sebagaimana yang telah digunakan dalamakans
pembayaran dengan alat pembayaran non tunai.

Ayat (2)

Penggunaan satuan uang rupiah dalam Nilai Uangritek
sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Undang-gndan
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagem
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nombat&in
2009. Selain itu kewajiban penggunaan satuan wuapigh
didasarkan pada pertimbangan bahwa Nilai Uang ileik
harus dapat dikonversi secara penuhlly convertible)
sehingga nilai satu rupiah pada Nilai Uang Elekitdmarus
sama dengan satu rupiah pada uang tunai.

Penggunaan.
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Penggunaan Uang Elektronik di wilayah Republik imekia
dengan uang rupiah antara lain dapat ditunjukkamgaie
adanya bukti transaksi dalam uang rupiah, sepeatigy

tercantum dalarmsales draft atau bukti transaksi lainnya.

Pasal 21
Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakoikeéin
satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan Bank atau Lembaga SB&mnk

lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dasivp
dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggalamgk
diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lemig&gjain
Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnyas sta
badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukam due
Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk boekan
diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga S&ank
baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pakivia
Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkanddini
status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bang ya
meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukanh ole
Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkanausah
yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Baak a
Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepadaathua
lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebadavaa

dan...
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dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralianka
hukum kepada satu atau lebih Bank atau LembaganSela
Bank.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dikkuk
oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk
mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank y
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bankl ata
Lembaga Selain Bank tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ...
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Huruf ¢

Dalam memberikan kesempatan kepada Bank
Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk

memberikan akses pada sistem teknologi informasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam pasal e&lah pihak-
pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kempuan untuk
melaksanakan pengawasan, antara lain Akuntan Pubbk
Konsultan Teknologi Informasi. Pengawasan olelalpitain dapat
dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengdaraBank

Indonesia.

Pasal 24
Ayat (1)

Keamanan teknologi Uang Elektronik meliputi keanmana
dalam proses penerbitan Uang Elektronik, pengeiotista,

keamanan pada Uang Elektronik, dan keamanan padalse
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sistem yang digunakan untuk memproses transaksig Uan
Elektronik.

Yang dimaksud dengan "aman” adalah sistem elelkrpaig

digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.

Yang dimaksud dengan "andal’ adalah sistem elelron
memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan

penggunaannya.
Ayat (2)

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dajlakukan

oleh auditor independen.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan
dengan sistem Uang Elektronik yang lain antara lain
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam dtegi
Uang Elektronik.

Ayat ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Perubahan informasi pada dokumen tertentu yangsharu
dilaporkan antara lain meliputi susunan penguraa pemilik
dari badan usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Pengaturan sendiri oleh forum atau institu&f(Regulation
Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi atas
aturan yang bersifat makro dan kebijakgng dikeluarkan
oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak
bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank é&simn
maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh foatau
institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank irada.

Ayat ...
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selaik @&zam
website Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas
mengetahui Prinsipal, Penerbifcquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang temperoleh

izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan WEdektronik.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal...
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Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

-21-

Pasal...
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Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenapgtd
berasal dari pengawas bank, pengawas sistem perabaya
atau pengawas dari Lembaga Selain Bank yang béustamy

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5001



